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BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang   :  a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;

b. bahwa terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kapuas, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kapuas.

SALINAN
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia
Nomor 3432);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor
5166);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5568);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahaan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan  Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 1);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  KAPUAS
dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 1), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada
kelompok tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua
DPRD.

(3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada
kelompok sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua
DPRD.

(4) Apabila kemampuan keuangan daerah pada
kelompok rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling
banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi
Ketua DPRD.
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(5) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kapuas sesuai dengan
kemampuan APBD Kabupaten Kapuas.

(6) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, kepada Pimpinan DPRD
disediakan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan setiap bulan yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(2) Apabila Daerah dengan kemampuan keuangan
daerah tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan
paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang
representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali
jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua
DPRD.

(3) Apabila Daerah dengan kemampuan keuangan
daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan
paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang
representasi Ketua DPRD ditambah 21/2 (dua
seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh
Wakil Ketua DPRD.

(4) Apabila Daerah dengan kemampuan keuangan
daerah rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan
paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang
representasi Ketua DPRD ditambah 11/2 (satu
seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh
Wakil Ketua DPRD.

(5) Besaran BPO Pimpinan DPRD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kapuas sesuai dengan
kemampuan APBD Kabupaten Kapuas.

3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 ditambah 5 (lima) buah
pasal, yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D
dan Pasal 27E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

(1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO
Pimpinan DPRD secara kolektif.
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(2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipergunakan untuk:
a. representasi, antara lain menyampaikan

berbagai informasi dan permasalahan yang ada
di masyarakat, melaksanakan dan
memasyarakatkan keputusan DPRD kepada
seluruh Anggota DPRD.

b. Pelayanan, antara lain untuk
pelayanan keamanan dan transportasi.

c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti
Upacara Kenegaraan, Upacara Peringatan hari
Jadi Daerah, pelantikan Pejabat Daerah,
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada
Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah,
dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru
bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat yang
sifatnya insidental.

Pasal 27B

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dibayar terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan
dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 27C

(1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat
DPRD.

(2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam
belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis
belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional
dan rincian obyek belanja penunjang operasional
Pimpinan DPRD.

Pasal 27D

(1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO
Pimpinan DPRD.
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(2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung
(SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar
1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun
anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan
melampirkan:
a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; dan
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani

Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana
akan sesuai dengan peruntukannya.

(3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya
dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang
sudah diterima telah dipertanggungjawabkan

Pasal 27E

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD,
Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas
yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan
peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD
dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang
dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan
DPRD.

(3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan,
penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu
penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

(4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran  Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2015

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT
Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 April 2015

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SANIJAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 06 /  2015
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 2 TAHUN  2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kapuas, yang isinya mengatur terhadap perubahan pada Bab,
Pasal, dan Ayat yang perlu untuk dihapus, diubah dan diganti sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan saat sekarang dan yang perlu disesuaikan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal. I
Cukup Jelas.

Pasal. II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 25


